
BUPATI BARRU

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BARRU

NOMOR II TAHUN2021

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU

NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menlmbang

Mengingat

BUPATI BARRU,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (6),

Pasal 27 ayat (4), Pasal 40 ayat (3), Pasal 42 ayat (3), Pasal

43 ayat (3) dan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Daerah

Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kabupaten

Layak Anak, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati

tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten

Barru Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak;

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

1822);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang

Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak

Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3886 );
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah

denggin Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang

Cipta Keija (Lembeiran Negara Republik Indonesia Tahun

2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6573);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang

Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6398);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Teihun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587),sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2020 tentang Cipta Keija (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 3

Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan

Anak;

11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 2

Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak

Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 181);

12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2010 tentang

Petunjuk Teknis Kabupaten/Kabupaten Layak Anak di

Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 511);

13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2011 tentang

Pemenuhan Hak Pendidikan Anak (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 65);

14. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 tentang

Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor

857);

15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang

Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor

168);
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16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);

17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dein

Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang

Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak

{Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor

170);

18. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang

Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun

2020 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah

Kabupaten Barru Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATXTRAN BUPATI TENTANG PETUNJUK

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN

BARRU NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG

KABUPATEN LAYAK ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan;

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Barru.

3. Bupati adalah Bupati Barru.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan

Perwakilan Ral^'at Daerah dalam penyelenggaraan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun,

termasuk anak yang masih dalam kandungan.
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6. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin,

dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat,

Pemerintah dan Negara.

7. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat dengan KLA adalah

kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak

melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah,

masyarakat dsin dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan

berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin

terpenuhinya hak einak.

8. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif yang mengkoordinasikan

upaya kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.

9. Indikator KLA adalah variabel yang merupakan acuan dalam

mengupayakan terpenuhi hak anak untuk mewujudkan KLA

sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

10. Rencana Aksi Daerah KLA yang selanjutnya disingkat RAD KLA adalah

serangkaian kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran

pembangunan dan pelayanan publik selama lima tahun yang wajib

disediakan Pemerintah Kabupaten untuk pemenuhan hak anak di

dalam mencapai Indikator KLA, dengan cara pemantauan dan evaluasi

terhadap kineija di setiap Perangkat Daerah terhadap pelaksanaan

kegiatan KLA dan waktu pemantauan dilakukan secara berkala minimal

tiga bulan sekali, kegiatan pemantauan dan evaluasi dapat dilakukan

oleh pihak luar (pihak ketiga) untuk menilai hasil kegiatan pemenuhan

hak-hak anak secara lebih obyektif;

11. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan

melindungi anak dan haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang,

dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat

kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan

diskriminasi.

12. Perlindungan Khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak

dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari

kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi, anak yang

diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika,

alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA), anak korban

penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik

dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban

perlakuan salah dan penelantaran.
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13. Kekerasan adalah segala bentuk tindakan/perlakuan menyakitkan

secara fisik ataupun emosional, penyalahgunaan seksual, penelantaran,

eksploitasi seksual komersial atau pun eksploitasi lainnya, yang

mengakibatkan cidera/kerugian nyata ataupun potensial terhadap

kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang atau

martabat anak.

14. Perlakuan Salah adalah segsila perlakuan terhadap anak yang akibat-

akibatnya mengancam kesejahteraan dan tumbuh kembang anak, baik

secara fisik, psikososial, maupun mental dan mencakup lebih dari satu

kategori menurut dampak yang ditimbulkan baik secara seksual, fisik,

maupun mental.

15. Penelantaran adalah ketidak pedulian orang tua, atau orang yang

bertanggung jawab atas anak pada kebutuhan mereka baik fisik

maupun psikis seperti pengabaian pada kesehatan anak, pengabaian

dan penelantaran pada pendidikan anak, pengabaian pada

pengembangan emosi dan spiritual, penelantaran pada pemenuhan gizi,

pengabaian pada penyediaan perumahan, dan pengabaian pada kondisi

keamanan dan kenygunanan.

16. Eksploitasi adalah tindakan atau perbuatan memperalat, memanfaatkan

atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga

atau golongan.

17. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu

tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.

18. Keluarga adalah unit terkecil dalgun masyarakat yang terdiri atas suami

istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu

dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke

bawah sampai dengan derajat ketiga.

19. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi

sosial dan/ atau organisasi kemasyarakatan.

20. Sekolah Ramah Anak adalah satuan pendidikan formal, non formal, dan

informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya

lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, mengharggd hak anak

dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi dan perlakuan

salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam

perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme

pengaduan terkait pemenuhan hak anak dan perlindungan anak di

pendidikan.



BABn

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengaturan KLA bertujuan untuk:

a. mewujudkan komitmen bersama antara pemerintah daerah dengan

orang tua, keluarga, masyarakat, organisasi masyarakat dan dunia

usaha dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap

hak, kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak, sehingga anak

tumbuh menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan

Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif,

mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung

jawab;

b. mengintegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana,

prasarana, metode dan teknologi yang ada pada pemerintah daerah,

masyarakat, organisasi masyarakat dan dunia usaha dalam memenuhi

hak-hak anak;

c. mengimplementasikan KLA melalui perumusan strategi dan

perencanaan pembangunan daerah secara menyeluruh dan

berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA; dan

d. sebagai dasar bagi Perangkat Daerah dalam menentukan dan

melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan hak anak.

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

a. tugas pokok dan fungsi gugus tugas KLA;

b. pemantauan KLA;

c. sekolah ramah anak;

d. pelayanan kesehatan ramah anak;

e. penyelenggaraan jam belajar masyarakat; dan

f. mekanisme pemberian sanksi administratif.

BAB III

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

GUGUS TUGAS KABUPATBN LAYAK ANAK

Bagian Kesatu

Umum
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Pasal 4

(1) Dalam rangka mengoptimalkan terwujudnya KLA maka Pemerintah

Daerah membentuk Gugus Tugas KLA yang keanggotaannya

ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan

lembaga koordinatif yang anggotanya terdiri dari:

a. Pemerintah Daerah, DPRD dan unsur yudikatif yang membidangi

anak;

b. perguruan tinggi;

c. organisasi non-pemerintah;

d. organisasi kepemudaan;

e. duniaUsaha;

f. orang tua;

g. keluarga;dan

h. forum anak atau nama lain yang sejenis.

(3) Gugus tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh

Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan di

bidang perencanaan daerah untuk menjalankan koordinasi dalam

perencanaan pengembangan KLA.

(4) Gugus tugas KLA bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan

pengembangan KLA.

(5) Pemerintah Daerah dapat menjalin keijasama kelembagaan dalam

rangka pembentukan Gugus Tugas KLA sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi Gugus Tugas KLA

Pasal 5

(1) Tugas pokok Gugus Tugas KLAmeliputi:

a. mengkoordinasikan berbagai upaya pengembangan KLA;

b. menyusun RAD KLA;

c. melaksanakan sosialisasi, advokasi dan komunikasi pengembangan

KLA;

d. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, program

dan kegiatan dalam RAD KLA; dan

e. melakukan evaluasi setiap akhir tahun terhadap pelaksanaan

kebijakan, program dan kegiatan dalam RADKLA.
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(2) Dalam rangka mendukung tugasnya, Gugus Tugas KLA

menyelenggarakan fungsi:

a. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data kebijakan, program,

dsin kegiatan terkait pemenuhan hak anak;

b. melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan

RAD KLA;

c. membina dan melaksanakan hubungan keija sama dengan

pelaksana pengembangan KLA di tingkat kecamatan dan desa

dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan,

evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan KLA di tingkat

kecamatan dan desa;

Bagian Kedua

Sekretarlat Gugus Tugas KLA

Pasal 6

Sekretariat Gugus Tugas KLA berkedudukan di Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menyelenggarakan

urusan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Bagian Ketiga

Rencana Aksi Daerah KLA

Pasal 7

(1} RAD KLA disusun untuk jangka waktu lima tahun atau sesuai dengan

kebutuhan yang terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

daan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang dapat meliputi program

sebagai berikut:

a. penelaahan kebutuhan KLA;

b. harmonisasi kebijakan perlindungan anak;

c. pelayanan dasar kesehatan, rujukan, penyelidikan epidemiologi,

penanggulangan Kejadian Luar Biasa dan pemberdayaan

masyarakat di bidang kesehatan;

d. pelayanan pendidikan dasar, menengah umum dan kejuruan,

formal dan informal;

e. perlindungan anak di bidang hak sipil, partisipasi, dan program

bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
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f. pelayanan bidang perumahan, sarana dan prasarana lingkungan,

serta pelayanan fasilitas umum;dan

g. pelayanan lingkungan hidup, kebutuhan dasar sanitasi dan

penanganan akibatnya.

(2) RAD KLA memiliki fokus program tahunan yang mengacu pada

tahapan pencapaian indikator KLA.

(3) RAD KLA harus berbasis pada permasalahan di lapangan dan

penyelesaiannya secara menyeluruh,

(4) RAD KLA disosialisasikan kepada seluruh Perangkat Daerah,

pemangku kepentingan anak, keluarga dan masyarakat Kabupaten

Barru secara umum.

(5) Program aksi yang ada dalam RAD KLA disesuikan dengan prioritas

kemampuan keucingan Daerah.

BAB IV

PEMANTAUAN KABUPATEN LAYAK ANAK

Pasal 8

(1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan

oleh Gugus Tugas KLA untuk mengetahui perkembangan dan

haimbatan pelaksanaan pengembangan KLA sesuai dengan rencana.

(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi proses

input, output dan kemajuan target pencapaian yang hendak dicapai

untuk memenuhi seluruh Indikator KLA.

(3) Pemantauan dilakukan secara berkala pada tingkat kecamatan sampai

dengan tingkat desa/kelurahan.

Pasal 9

(1) Aspek yang harus diperhatikan dalam pemantauan adalah mengenai:

a. hal yang dipantau, meliputi input dan proses terkait dengan upaya

untuk memenuhi seluruh Indikator KLA;

b. pemantauan dapat dilakukan setiap bulan atau setiap tiga bulan;

c. pemantauein dilakukan mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan,

sampai desa/kelurahan;

d. pemantauan dapat dilakukan bersamaan dengan pertemuan gugus

tugas dan/atau kunjungan lapangan atau dengan cara lainnya.

(2) Pelaksanaan pemantauan KLA mengacu pada ketentuan Peraturan

Perundang-undangan.
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